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ABSTRAK 

ANALISIS PROSES PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA 

PEMBUATAN AKTA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA  
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Oleh: 

CHAIRUNNISA FAZHARA 

 

Pendaftaran jaminan fidusia mengalami perubahan dari sistem manual menjadi 

sistem online, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia.Pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik ini hanya menekankan 

pada efektivitas waktu semata tanpa memerhatikan aspek-aspek lain yang tidak 

kalah penting. Pendaftaran fidusia secara elektronik justru menimbulkan masalah 

hukum yang berkaitan dengan asas publisitas dan kepastian hukum di 

dalamnya.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:apakah proses 

pendaftaran dan pembuatan akta pada jaminan fidusia sudah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015,apa yang menjadi hambatan dalam 

pendaftaran Jaminan Fidusia, dan bagaimana akibat hukum Jaminan Fidusia yang 

tidak di daftarkan. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe 

deskriptif. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Setelah data 

terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Proses pendaftaran dan biaya pembuatan akta pada jaminan fidusia sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, merupakan 

penyempurnaan dari sistem yang telah dijalankan selama ini diharapkan dapat 

mempermudah dan efisiensi waktu, pendaftaran jaminan fidusia harus didaftarkan 

oleh notaris secara online dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda 

tangganinya akta jaminan fidusia guna memperoleh kekuatan hukum atas akta 

jaminan fidusia tersebut. Hambatan dalam Pelaksanana Kredit dengan Jaminan 

Fidusia yaitu sering error dan gangguan jaringan, sistem proteksi yang kurang, 

rawan pendaftaran berulang. Solusinya adalah Notaris diminta agar lebih teliti 

dalam mengisi form pendaftaran jaminan fidusia secara online agar tidak terjadi 

pendaftaran ulang. Akibat hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan, yaitu 

bahwa Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan setelah berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini menjadi gugur dengan sendirinya sehingga 

tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.  

 

Kata Kunci: proses pendaftaran, biaya pembuatan akta dan jaminan fidusia 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia, 

menggunakan istilah “fidusia”. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa 

romawi, yaitu fides, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut fiducie, dan dalam 

bahasa Inggris disebut fiduciary of ownership, yang artinya kepercayaan. Berbagai 

literatur yang ada lazimnya menyebut fidusia dengan istilah eigendom overdracht, 

yaitu penyerahan hak milik atas kepercayaan.
1
 

Sejarah mencatat bahwa lembaga Fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan 

sejak zaman Romawi, yang dikenal dengan nama Fidusia Cum Creditore, dengan 

konstruksi hukum di mana barang-barang kreditur diserahkan hak miliknya 

kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang. Namun, 

dalam sejarah hukum Romawi (penghujung zaman klasik) berkembang pula 

lembaga pand (gadai) dan hipotik (hak tanggungan), sehingga peran lembaga 

fidusia sebagai jaminan hutang mulai berkurang perannya sampai kemudian peran 

dan eksistensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman klasik di bawah 

Pemerintahan Justianus.
2
 

                                                           
1
 H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, (Jakarta :Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 55 . 
2
Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8. 
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Berbeda dengan Romawi, sejarah fidusia di Belanda diawali oleh kebutuhan dan 

keadaan perekonomian Negeri Belanda yang pada saat itu, di akhir Abad-19 

sedang mengalami penurunan hasil panen, kondisi tersebut membuat perusahaan-

perusahaan pertanian sangat membutuhkan modal tambahan, dan hipotik tidak 

dapat diandalkan karena para petani mempunyai tanah yang sangat terbatas untuk 

dapat dijadikan jaminan hutang. Pand (gadai) juga tidak dapat diandalakan, para 

petani tidak menyerahkan barang-barangnya untuk digadaikan karena dibutuhkan 

untuk proses produksi pertanian. Ternyata perkembangan kebutuhan 

perekonomian lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum di bidang 

perkreditan dan jaminan. 

Konsekuensi dari stagnannya sektor hukum perkreditan dan jaminan tersebut telah 

melahirkan upaya-upaya untuk mencari jalan secara yuridis. Belanda mulai 

menghidupkan kembali bentuk pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan untuk 

barang-barang bergerak sebagaimana telah di praktikan secara klasik di zaman 

romawi, yaitu Fidusia Cum Creditore
3
. Setalah fidusia klasik tersebut terus 

berkembang, maka diakuilah lembaga Fidusia tersebut oleh yurisprudensi lewat 

putusan pertamanya tentang fidusia pada tanggal 25 Januari 1929 yang popular 

dengan nama Bier Brouwerij Arres.
4
 

Putusan Bier Brouwerij Arreat ini adalah mengenai kasus dimana seorang penjual 

bir yang ingin menggunakan isi kedai penjual minuman keras miliknya sebagai 

jaminan hutang, tetapi tidak dapat menyerahkan barang-barang tersebut sebab 

                                                           
3
Fidusia Cum Creditore adalah hak milik atas suatu benda diserahkan sebagai jaminan 

dengan janji bahwa ia akan menyerahkan kembali kepada debitur bila utangnya telah dibayar 

lunas.  
4
 Aermadepa, Masalah Pendaftaran Jaminan Fidusia dan dilema dalam pelaksanaannya, 

2012, Jurnal Dosen Fakultas Hukum Ummy Solok, Padang, Volume 5 Nomor 1. 
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masih diperlukan oleh debitur untuk terus menjalani bisnisnya, dan untuk maksud 

tersebut digunakan hukum fidusia. Putusan Bier Brouwerij Arrest mengakui 

Jaminan Fidusia dengan pertimbangan sebagai berikut:
5
 

a. Perjanjian Fidusia tidak bertentangan dengan aturan gadai, karena maksudnya 

para pihak tersebut bukanlah untuk melakukan pengikatan gadai.  

b. Perjanjian Fidusia tidak bertentangan dengan paritas creditorium,
6
 karena 

perjanjian tersebut mengenai barang-barang milik Heineken (kreditur), bukan 

barang milik Bos (debitur).  

c. Perjanjian Fiduusia tidak bertentangan dengan asas kepatutan. 

d. Perjanjian Fidusia tidak merupakan penyelundupan hukum yang tidak 

diperbolehkan.  

 

Jaminan Fidusia semula hanya dipandang sebelah mata oleh sektor hukum. 

Fidusia lahir dan berkembang oleh yurisprudensi, tanpa ada peraturan khusus 

yang mengaturnya. Namun di dalam perkembangan praktik jaminan kebendaan, 

jaminan kebendaan yang ada sebelumnya tidak mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat. Kemudian diterbitkanlah Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia yang dikenal dengan UUJF. Lembaga fidusia lahir di Indonesia 

berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). 

Lahirnya arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari 

pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang 

memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Lembaga pand (gadai) dan hipotik 

                                                           
5
 H.Salim HS,  Op.Cit., hlm. 56. 

6
 Paritas Creditorium  merupakan suatu prinsip yang menyamakan hak dari pada para 

kreditur terhadap seluruh harta benda debitur, sehingga jika suatu waktu debitur tidak membayar 

utangnya maka harta benda debitur yang menjadi sasaran oleh kreditur.  
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tidak mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tersebut, karena 

mengandung banyak kekurangan, dan tidak dapat mengikuti perkembangan 

masyarakat. Kelemahan dan kekurangan dari ketentuan sebelumnya yang akan 

ditutupi oleh jaminan fidusia adalah seb agai berikut
7
: 

1. Terhadap benda bergerak, maka lembaga gadai mengharuskan penyerahan 

fisik dari benda tersebut, sementara dalam praktiknya ada juga kebutuhan agar 

penyerahan fisik tidak dilakukan. 

2. Tidak semua benda tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik atau hak 

tanggungan. Hipotik versi Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan 

kemungkinan hipotik untuk hak pakai atas tanah. 

Undang-undang ini dibentuk karena memang dibutuhkan ketentuan hukum yang 

jelas dan lengkap mengenai lembaga Jaminan Fidusia yang semakin populer 

dalam dunia bisnis, juga untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk memacu 

pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu 

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Pengertian 

tentang jaminan fidusia terdapat di Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan 

atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan 

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada 

                                                           
7
 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) , hlm. 14. 
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pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya. Terdapat suatu perubahan yang cukup 

mendasar setelah di undangkannya UUJF, yaitu mengenai pendaftaran. Sebelum 

terbitnya UUJF, masalah pendaftaran jaminan fidusia bukanlah menjadi suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi dalam prosedur Jaminan Fidusia, tetapi setelah 

keluarnya UUJF masalah pendaftaran menjadi sangat penting. Pendaftaran 

jaminan fidusia memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah 

dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu, Pendaftaran Jaminan 

Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.
8
 

Pengertian tentang asas publisitas dalam jaminan kebendaan yaitu bahwa semua 

hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan, dengan 

maksud agar kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses 

untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar Jaminan Fidusia 

tersebut.
9
 Asas publisitas sangatlah penting untuk dipenuhi dalam jaminan-

jaminan, terutama bagi jaminan yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan 

kepada kreditur, seperti jaminan Fidusia. Asas Publisitas dalam jaminan fidusia 

tertuang pada Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Semakin 

terpublikasi jaminan hutang maka akan semakin baik, hal ini dimaksudkan agar 

pihak debitur tidak dapat mengelabuhi pihak kreditur atau calon kreditur dengan 

memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual benda objek jaminan fidusia tanpa 

sepengetahuan kreditur. 

 

 

                                                           
8
 H Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia: suatu kebutuhan yang didambakan, 

(Bandung: PT.Alumni, 2006) , hlm.213.  
9
 Munir Fuady,Op Cit, hlm. 30.  
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Pendaftaran jaminan fidusia secara manual melalui kantor jaminan fidusia selama ini 

dirasakan tidak efektif, karena proses penugurusan dan pengeluaran sertifikat 

jaminan fidusianya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan juga 

cukup mahal. Hal ini menyebabkan pemanfaatan fidusia menjadi tidak optimal, 

kepatuhan para pelaku usaha untuk mendaftarkan jaminan fidusia juga rendah, tidak 

jarang kreditur tetap memungut biaya pendaftaran fidusia, namun baru melakukan 

pendaftaran apabila debitur sudah memasuki tauhap tidak kooperatif dan menunggak 

pembayaran. Sejak Oktober 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia 

bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk 

Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Inti dari Peraturan di 

atas adalah mewajibkan semua Lembagau Pembiayaan Non Bank untuk 

mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari 

sejak perjanjian, apabila tidak dipatuhi maka akan keluar larangan untuk melakukan 

eksekusi dalam hal kegagalan bayar dan pencabutan izin operasi lembanga keuangan 

tersebut. 

Kebijakan ini membuat lonjakan jumlah pendaftaran fidusia hingga tiga kali lipat 

dari biasanya. Hal ini membut Kantor Pendaftuaran Fidusia menjadi sangat sibuk 

dan terjadi tunggakan pendaftaran fidusia yang besar sepanjang tahun. Ditjen AHU 

mencatat, sepanjang tahun 2015 tercatat tidak kurang dari 12.460.700 pendaftaran 

fidusia yang dilakukan dengan rata-rata 650.000 pendaftaran tiap bulannya. 

Padahal sepanjang tahun 2012, yaitu sebelum sistem fidusia online diberlakukan, 

tercatat hanya 393.450 pendaftaran fidusia yang dilakukan. Melihat hal tersebut, 

Kementerian Hukum dan HAM akuhirnya meluncurkan sebuah ide, yaitu 
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pendaftaran fidusia secara elektronik (online) untuk mengganti sistem manual. 

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pendaftaran dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sistem 

elektronik ini diharapkan mampu berjalan lebih efektif dan hemat waktu, di mana 

pendaftaran fidusia secara elektronik ini hanya memerlukan waktu sekitar tujuh 

menit. 

Pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik ini hanya menekankan pada 

efektifitas waktu semata tanpa memerhatikan aspek-aspek lain yang tidak kalah 

penting. Pendaftaran fidusia secara elektronik justru menimbulkan masalah 

hukum yang berkaitan dengan asas publisitas dan kepastian hukum di dalamnya. 

Informasi database tentang rincian objek-objek yang telah didaftarkan dalam 

jaminan fidusia tersebut tidak dapat diakses melalui sistem online ini, keterangan 

yang ada hanya tertulis “sesuai akta notaris”, dan hanya notaris yang bersangkutan 

yang dapat mengetahui rincian objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini dapat 

mengakibatkan fidusia ulang dan sengketa hukum sangat rawan terjadi. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan, maka sangat penting 

dan menarik bagi penulis untuk mengkaji isu hukum yang ada dalam sebuah 

penulisan hukum yang berjudul ‟‟Analisis Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia 

dan Biaya Pembuatan Akta Pada Jaminan Fidusia Ditinjau dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia’’ 

 

 



8 

 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukan adanya jarak antara 

harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan 

paparan yang telah dikemukakan di uatas, untuk memudahkan pembahasan maka 

yang diajukan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah proses pendaftaran dan biaya pembuatan akta pada jaminan fidusia 

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015? 

2. Apa yang menjadi hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia? 

3. Bagaimana akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan ? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah proses pendaftaran dan 

biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 

21 Tahun 2015, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan 

khususnya Hukum Jaminan. 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis proses pendaftaran dan biaya pembuatan pada Jaminan Fidusia 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 
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2. Menganalisis apa yang menjadi hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia  

3. Menganalisis akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan  

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat teoritis 

dan praktis. Uraian mengenai kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya 

dalam hal lembaga pembiayan dan hukum jaminan. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hukum lembaga 

pembiayaan dan hukum jaminan di Indonesia, khususnya tentang 

pendaftaran, biaya akta serta akibat hukum dari jaminan fidusia.  

b. Menambah pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran 

mengenai hukum lembaga pembiayaan dan hukum jaminan khususnya 

jaminan fidusia yang sebelumnya belum kita mengerti.  

c. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 

(S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia 

1. Sejarah Perkembangan Fidusia 

 

Lembaga Fidusia lahir di Indonesia sesudah lebih dahulu lembaga tersebut 

mendapat pengakuan di Negara Belanda, di masa Hindia Belanda merupakan 

suatu kelaziman yang boleh dikatakan tetap sifatnya, Indonesia mencontoh Negeri 

Belanda terutama dalam bidang perundang-undangan (asas konkordansi
10

). 

Demikian halnya dengan fidusia terjadi di Negeri Belanda, kemudiaun di 

Indonesia. Terdapat dua kejadian dalam tahun 1929 di Negeri Belanda. Di 

Indonesia menurut penelitian Soedewi.
11

 

 

Di salah satu Bank di daerah istimewa Yogyakarta dalam tahun 1973, lembaga 

fidusia mengalami pertumbuhan yang semarak, subur dan meluas. Lembaga 

jaminan fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal dan digunakan dalam 

masyarakat hukum Romawi, dalam hukum Romawi lembaga jaminan ini dikenal 

dengan nama Fiducia cum creditore contracta (artinya, janji kepercayaan yang 

dibuat dengan kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya 

adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada 

                                                           
10

Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum eroupa 

atau hukum di negeri belanda pada masa itu untuk diberlakukannya juga kepada golongan eropa 

yang ada di hindia belanda (Indonesia pada masa itu) 
11

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Seri Hukum Benda, (Yogyakarta:Liberty,2000), hlm 60 
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krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur 

tetap akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana 

utangnya sudah dibayarkan lunas.  

 

Dengan demikian berbeda dari pignus (gadai) yang mengharuskan penyerahan 

secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal fiducia cum creditore pemberi 

fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia, dengan tetap 

menguasai benda yang menjadi objek fidusia, dengan tetap menguasai benda 

tersebut pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksud dalam menjalankan 

usahanya, disamping lembaga jaminan fidusia dimaksud, hukum Romawi juga 

mengenal status lembaga titipan yang dikenal dengan nama fiducia cum amico 

contracta
12

 (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan teman). Lembaga 

Fidusia sering digunakan oleh seorang pater familias yang harus meninggalkan 

keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama karena ia harus membuat 

perjalanan jauh atau pergi perang.
13

 

 

Dalam hal demikian Pater familiasnya, yaitu keluarga dan seluruh kekayaannya, 

kepada seorang teman yang selajutnya akan mengurus tanah dan kekayaannya 

serta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan 

oleh Pater familias. Tentu saja antara pater familias dan temannya tersebut dibuat 

janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan atas familia tersebut 

bilamana si Pater familias sudah kembali dari perjalanannya. Pada dasarnya 

lembaga fiducia cum amico sama dengan lembaga „trust‟ sebagaimana dikenal 

                                                           
12

fiducia cum amico contract adalah suatu benda yang dititipkan kepada seseorang teman 

dengan janji benda tersebut alan dikembalikan bila si pemilik benda kembali dari perjalanan. 
13

 Tami Rusli, Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia, (CV.Anugrah Utama 

Raharja(AURA), 2013) , hlm 154-155. 
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dalam sistem hukum Anglo-Amerika (Common Law), memperhatikan asal 

lembaga fidusia menunujukkan adanya dua macam lembaga fidusia, maka untuk 

menghindari salah paham Undang-Undang Fidusia dalam judulnya menegaskan 

bahwa diaturnya dalam Undang-Undang Fidusia adalah lembaga jaminan fidusia. 

 

Selain itu lembaga fidusia sebagaimana yang dikenal sekarang dalam bentuk 

„fiduciaire eigendom soverdracht‟ atau FEO (pengalihan hak milik secara 

kepercayaan) timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat 2 

KUHPerdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang 

digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut 

mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan lembaga FEO 

yang kemudian diakui oleh yurisprudensi Belanda dalam Arrest Hoge Raad 

tanggal 25 Januari Tahun 1929 yang dikenal dengan nama „Biebrouwerij-arrest’, 

di Indonesia lembaga FEO tersebut diakui oleh yurisprudensi berdasarkan Arrest 

Hoggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 (BPM vs Clynett). Dalam uraian terlihat 

bahwa Jaminan Fidusia benar terjadi pengalihan hak kepemilikan, namun 

demikian pengalihan hak kepemilikan dalam hal jaminan fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji 

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan 

pemberi jaminan fidusia (pemberi fidusia).
14

 

 

Jaminan Fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam 

praktik hukum dan diakui oleh yurisprudensi. Akhirnya, banyak Negara yang 

bahkan sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang fidusia ini, 

                                                           
14

 Indonesia (d), Undang-undang tentang Notaris, No.30 tahun 2004, LN No. 168 tahun 

1999, Pasal 1 butir 1 
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termasuk Indonesia dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia.
15

 

 

2. Pengertian Jaminan Fidusia  

Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama fiducia cum 

creditore contracta (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditur). Isi perjanjian 

yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah debitur akan mengalihkan 

kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan 

bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan 

mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya 

sudah dibayar lunas. Dengan demikian berbeda dari pignus (gadai) yang 

mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan. Dalam hal fiducia 

cum creditore pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia. 

Dengan tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia. Dengan tetap 

menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat menggunakan benda 

dimaksudkan dalam menjalankan usahanya.
16

 

Fidusia berasal dari kata fiduciare atau fides yang artinya “kepercayaan”. Yakni 

penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) 

bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.
17

 Menurut ketentuan 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia dijelaskan bahwa: “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

                                                           
15

 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (PT.Gelora Aksara Pratama, 2015), hal 108 
16

 Rahmadi usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika,2002),hlm. 152 
17

 Satrio J, Hukum Jaminan,Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung:PT.Citra Aditya 

Bakti,2002), hlm, 69.  



14 

 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikaunnya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
18

 

Perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu: 

a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda 

b. Dilakukan atas dasar kepercayaan  

c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda 

Dengan demikian dari pengertian di atas penulis menyimpulkan, bahwa dalam 

fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu 

benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang 

dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda 

(pemberi fidusia). Dalam hal itu yang diserahkan dan dipindahkan dari pemiliknya 

kepada kreditur (penerima fidusia) adalah kepemilikan atas suatu benda yang 

dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda 

yang dijaminkan beralih kepada kreditur (penerima fidusia). Sementara hak 

kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap berada 

ditangan atau dalam penguasaan pemiliknya.  

Cara penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia, dilakukan secara 

constitutum possessorium
19

, bentuk penyerahan constitutum possessorium dikenal 

dalam praktik, sedangkan dalam ketentuan Pasal 612 KUHPerdata dinyatakan 

bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata. 

Jelas KUHPerdata tidak mengenal penyerahan secara constitutum possessorium. 

                                                           
18

 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
19

constitutum possessorium adalah Penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas 

bendanya, Penguasaan benda masih berada pada tangan penjual karena suatu hubungan hukum 

tertentu setelah levering terjadi.  
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Akan tetapi penyerahan secara ini tetap dapat dilakukan secara sah karena pada 

dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki. Apalagi 

bagi bangsa Indonesia yang sudah terbiasa dengan hukum adat, maka bentuk 

penyerahan yang abstrak seperti constitutum possessorium sulit untuk 

dibayangkan. Bagaimana mungkin suatu penyerahan dilakukan sedang barangnya 

tetap berada pada pihak yang menyerahkan. Oleh karena itu, dalam melakukan 

hubungan hukum fidusia dengan pihak debitur yang kadang-kadang sulit 

memahami itu, pihak kreditur sebaiknya menerjemahkan costitutum possessorium 

itu dalam bahasa yang dapat dimengerti. Penyerahan sebagai eigendom atas 

kepercayaan ini diterima oleh kreditur pada tempat barang-barang itu kepada 

debitur yang atas kekuasaan kreditur telah menerimanya dengan baik untuk dan 

atas nama kreditur. Dengan menerjemahkan secara demikian pihak debitur yang 

memberikan jaminan fidusia diharapkan dapat mengerti penyerahan secara 

constitutum possessorium.
20

 

Pengertian di atas dapat diketahui bahwa penyerahan dan pemindahan kebendaan 

jaminan fidusia dilakukan secara constitutum possessorium, karena benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik 

asal (debitur) atau pemberi kuasa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-

Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dirumuskan pengertian 

Jaminan Fidusia, yaitu : 

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan 

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

                                                           
20

 Rahmadi Usman,Op Cit, hlm 152-153 
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Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam 

penguasan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditur lainnya”. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, unsur-unsur jaminan fidusia, yaitu: 

a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan. 

b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya. 

c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 

tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia. 

d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagian 

agunan. 

e. Untuk pelunasan utang tertentu.  

f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditur lainnya.
21

 

3. Sifat dan Ciri-Ciri Fidusia 

 

a. Perjanjian Fidusia Merupakan Perjanjian Obligatoir 

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: 

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan  benda tidak bergerak, khususnya bangunan 

yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

                                                           
21

 Satrio J, Op Cit, hlm 71. 
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penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunas utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditur lainnya” 

Berdasarkan pengertian diatas, Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan 

(agunan) yang bersifat kebendaan (Zakelijke Zakerheid, Security right in rem) 

yang  memberikan kedudukan yang utama kepada penerima fidusia terhadap 

kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan ( yang memberikan jauminan), dengan 

sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia. 

Dia bukan perjanjian obligatoir yang bersifat perorangan (persoonlijk).22 

Perjanjian fidusia bersifat Zakelijke berarti hak yang diperoleh penerima fidusia 

(kreditur), merupakan hak kebendaan (yang terbatas), sehingga dapat 

dipertahankan terhadap siapa pun juga, karenanya pasal-pasal gadai dapat 

diterapkan terhadapnya. Selanjutnya Adapun yang menjadi sifat dari jaminan 

fidusia antara lain: 

1) Jaminan Fidusia memiliki sifat accessoir yaitu perjanjian pinjam meminjam 

atau perjanjian lain yang dapat dinilaikan dengan uang (Pasal 4 UU No. 42 

Tahun 1999). Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus oleh karena itu 

harus diperjanjikan secara khusus.
23

 

2) Jaminan Fidusia memberikan Hak Preferent (hak untuk didahulukan) yaitu 

hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil 

eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.  

                                                           
22

Rachmadi Usman,Hukum Jaminan Keperdataan,Op.Cit, hal 162 
23

http://prawiranugrahasurya.blogspot.com/2u013/10/makalah-hukum-dagang-

fidusia.html,tanggal 12 oktober 2018 

http://prawiranugrahasurya.blogspot.com/2013/10/makalah-hukum-dagang-fidusia.html,tanggal
http://prawiranugrahasurya.blogspot.com/2013/10/makalah-hukum-dagang-fidusia.html,tanggal
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3) Jaminan Fidusia memiliki sifat droit de suite yaitu selalu mengikuti obyuek 

yang dijaminankan ditangan siapapun objek itu berada (Pasal 20 Undang-

Undang Jaminan Fidusia). 

4) Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada. 

Menjamin utang Yang sudah ada yaitu utang yang sudah berjalan kemudian 

baru didaftarkan fidusia, lalu yang akan ada pendaftaran jaminan fidusianya 

bersamaan dengan perjanjian utang piutang.  

5) Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk 

dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh 

juru sita. Dan kata-kata “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di 

Indonesia. 

6) Jaminan Fidusia mempunya sifat spesialitas dan publisitas. 

Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tuidak dibebankan.  

 

4. Objek Jaminan Fidusia 

Pasal 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan 

ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Fidusia yang menyebutkan: Undang-

Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk 

membebani benda dengan jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, 

sepanjang perjanjian itu bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia, 

perjanjian tersebut tunduk dan mengikuti undang-undang Jaminan Fidusia.  
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Sebelum Undang-Undang fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia ini benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, 

benda dagang, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain 

objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak, guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menurut undang-undang jaminan 

fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu: 

a. Benda bergerak yang berwujud 

b. Benda bergerak yang tidak berwujud 

c. Benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan
24

 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

objek jaminan fidusia itu meliputi benda bergerak tertentu yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan atau hipotik, dengan syarat keadaan benda tersebut dapat 

dimiliki dan dialihkan. Menurut Munir Fuady, berdasarkan ketentuan Pasal 1 

angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek 

jaminan fidusia meliputi : 

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum 

b. Dapat atas benda berwujud 

c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang 

d. Dapat atas benda yang terdaftar 

e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar 

f. Benda bergerak 

g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan  

h. Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotik
25

 

                                                           
24

 Munir Fuady, Op.cit, hlm 97 
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Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, menegaskan objek jaminan fidusia bertalian dengan ruang lingkup 

berlakunya undang-undang fidusia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan fidusia, undang-undang ini tidak berlaku terhadap : 

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang 

peraturan perundang-undangan yang wajib berlaku menentukan jaminan atas 

benda-benda tersebut wajib didaftarkan  

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M
3 

 atau lebih 

c. Hipotek atas pesawat terbang 

d. Gadai 

Penjelasan atas Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia menyatakan : Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan diatas 

tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 

dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Apabila ketentuan pada Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditafsirkan secara 

argumentum a contrario
26

, maka benda yang menjadi objek jamian fidusia dapat 

dirumuskan dalam pengertian yang luas, meliputi : 

1. Benda bergerak yang berwujud 

2. Benda bergerak yang tidak berwujud, termasuk piutang  

                                                                                                                                                               
25

 Munir Fuady, Ibid, hlm 98 
26

argumentum a contrario adalah menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang di 

dasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa 

yang diatur dalam undang-undang. 
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3. Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang hak 

tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek sebagaimana 

diatur dalam KUHPerdata dan KUHDagang.
27

 

 

5. Subjek Jaminan Fidusia  

Subjek Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian 

Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang 

perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

Dari pengertian tersebut, berarti pemberi Fidusia tidak harus debiturnya sendiri, 

bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu 

mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda 

milikinya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting, 

bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikian atas benda yang akan 

menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.
28

 

Demikian pula menurut Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, bahwa penerima fidusia bisa orang perseorangan atau 

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan 

fidusia. Didalam undang-undang fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus 

berkaitan dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi 
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 Munir Fuady, Ibid, hlm 97 
28

 Rachmadi Usman,Op,cit , hlm 185 
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yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia atau 

pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri, sepanjang 

dipergunakan untuk kepentingan pembagunan di wilayah Indonesia. 
29

 

6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Jaminan Fidusia 

 

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya 

tergantung kepada individu.  

a. Penerima Fidusia mempunyai hak: 

1) Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun secara fisik 

benda tersebut tidak di bawah penguasaannya 

2) Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena 

dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, 

sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

3) Yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan 

piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia. 

4) Memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi objek jaminan 

dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur. 

5) Memperoleh hak terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

dalam rangka pelaksanaan eksekusi. 

6) Tetap berhak atas Piutang yang belum dibayarkan oleh debitur. 

                                                           
29

Ibid, hlm 187 
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b. Penerima Fidusia Mempunyai Kewajiban  

1) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

2) Wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam 

Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

3) Wajib mengembalikan kepada Pemberi Fidusia dalam hal uhasil eksekusi 

melebihi nilai penjaminan. 

4) Wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai 

hapusnya jaminan fidusia. Pengecualian: Penerima Fidusia tidak 

menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi 

Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul 

dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan 

pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

c. Pemberi Fidusia Mempunyai Hak: 

1) Tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

2) Dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan 

benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau 

melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila 

Penerima Fidusia menyetujui. 

d. Pemberi Fidusia Mempunyai Kewajiban: 

1) Dalam hal pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, wajib 

menggantinya dengan objek yang setara. 

2) Wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam 

rangka pelaksanaan eksekusi. 

3) Tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan. 
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7. Pembebanan Jaminan Fidusia  

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

menyatakan: 

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam 

bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Penjelasan atas Pasal 5 

ayat 1 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Dalam akta 

jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai 

waktu (jam) pembuatan akta tersebut.  

Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya keharusan atau kewajiban pembebanan 

benda dengan jaminan dituangkan dalam bentuk akta notaris, sehingga dapat 

ditafsirkan bahwa boleh-boleh saja pembebanan benda dengan jaminan fidusia 

tidak dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Akta Notaris merupakan akta 

autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya 

pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam, akta Notaris yang 

merupakan akta jaminan fidusia (AJF). 

Dalam pasal 1870 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu akta autentik  

memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa ahli warisnya ataupun orang-

orang yang mendapatkan hak dari mereka selaku penggantinya. Atas dasar itulah, 

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengharuskan atau mewajibkan pembebanan 

benda yang dijamian dengan fidusia dilakukan dengan akta Notaris.
30

 

                                                           
30

Rahmadi Usman,Op Cit, hlm, 189  
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Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris tersebut, disyaratkan harus ditulis 

dalam bahasa Indonesia, tidak dapat ditulis dakam bahasa selain bahasa Indonesia. 

Padahal ketentuan dalam Pasal 43 ayat 4 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, memberikan kemungkinan akta Notaris dibuat dalam 

bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang 

berkepentingan menghendaki sepanjang Undang-Undang tidak menentukan lain. 

Dahulu berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris dimungkinkan pula 

pembutan akta dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, asal dimengerti 

oleh Notaris. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia merupakan pengecualian, yang hanya berlaku bagi 

pembebanan dengan jaminan fidusia, berhubung ketentuan dalam Pasal 43 ayat 4 

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 merupakan ketentuan bersifat umum, yang 

dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-

undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
31

 Pasal 6 Undang-Undang 

No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan tentang isi akta jaminan 

fidusia. Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-

kurangnya memuat : 

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. 

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. 

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

d. Nilai penjaminan, dan  

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

                                                           
31

 Rahmadi Usman,Ibid,hlm, 191. 
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Dari ketentuan Pasal 6 dihubungkan dengan penjelasan atas Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dapat disimpulkan 

bahwa hal-hal pokok atau minuman wajib dicantumkan dalam akta jaminan 

fidusia, yaitu : 

a. Identitas pemberi dan penerima fidusia. 

b. Uraian data dan perjanjian pokok. 

c. Uraian data dan benda jaminan. 

d. Nilai penjaminan. 

e. Nilai benda objek jaminan. 

f. Nomor, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. 

 

8. Pendaftaran Jaminan Fidusia  

Pendaftaran fidusia ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi 

para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur (penerima fidusia) dan 

pihak ketiga yang lainnya. Setidaknya dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia 

dimaksud, akan lebih menjamian hak preferensi dari kreditur (penerima fidusia) 

terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang 

bersangkutkan. Selain itu pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula kelahiran 

hak preferensi kreditur (penerima fidusia). Ini dikarenakan jaminan fidusia  

memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem 

pendaftaran jaminan fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak 
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penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia tersebut. 

Didalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dinyatakan : ”Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib 

didaftarkan.” Adapun penjelasan atas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan, sebagai berikut : Pendaftaran 

benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan 

pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda. Baik yang berada didalam 

maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memuenuhi asas 

publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya 

mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.  

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan : Pendaftaran jaminan fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran 

fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan: Permohonan pendaftaran jaminan 

fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan 

melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

menyatakan bahwa : 

a. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia 
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b. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan 

wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Indonesia. 

c. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam 

lingkungan tugas departemen kehakiman.  

d. Ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah 

lain dan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden.  

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia, menurut rencananya secara bertahap dan sesuai 

keperluan dengan keputusan Presiden di setiap ibukota daerah, kabupaten atau 

kota akan dibentuk kantor Pendaftaran fidusia yang wilayah kerjanya meliputi 

daerah kota atau daerah kabupaten yang bersangkutan. Penjelasan atas Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan, 

bahwa dalam hal kantor pendaftaran fidusia belum didirikan ditiap daerah kota 

kabupaten, maka wilayah kerja kantor pendaftaran fidusia di ibukota provinsi 

meliputi seluruh daerah kota atau kabupaten yang berada dilingkungan 

wilayahnya.
32

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

proses pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan 

fidusia oleh Notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran 

fidusia. Sesuai dengaan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 

Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat 

permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat 
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pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia 

tersebut diajukan oleh penerima fidusia sendiri, kuasa, wakilnya.
33

 

Permohonan pendaftaran Jaminan fidusia diajukan kepada Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan : 

a. Secara tertulis dan bahasa Indonesia 

b. Melalui kantor pendaftarn fidusia  

 

9. Keunggulan Jaminan Fidusia dibanding Jaminan lain 

Benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak, 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

(khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan). Fidusia 

merupakan agunan (atau jaminan) bagi pelunasan utang, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 

Untuk itu, suatu perjanjian dengan jaminan fidusia, secara efektif, berfungsi untuk 

memberikan perlindungan bagi kepentingan kreditur. Sebab, suatu perjanjian 

dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

penerima fidusia terhadap para kreditur lain, fidusia juga memiliki keunggulan 

tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia 

(Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia). Perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari 

perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian yang 

bertujuan untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa pemberian sesuatu, berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. 
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Perjanjian dengan jaminan fidusia setelah didaftarkan akan diikuti dengan adanya 

sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal 

debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dilihat keunggulan jaminan fidusia 

dibandingkan jaminan-jaminan lain. Walaupun jaminan ini baru dikenal sejak 

tahun 1999, dibanding berbagai jaminan konvensional lain yang sudah dipraktikan 

di Indonesia puluhan tahun sebelumnya, namun jaminan fidusia ini mengambil 

tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia oleh sebab keunggulan yang telah 

diuraikan di atas. 

10. Dasar Hukum Jaminan Fidusia  

 

Dasar hukum Jaminan Fidusia dalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus 

mengenai lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan yang diatur secara khusus 

dalam KUHPerdata hanyalah Hipotik dan Gadai. Namun secara tersirat dapat 

dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III 

KUHPerdata yang menganut sistem “terbuka”. Artinya bahwa hukum perjanjian 

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat 

perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum. Hingga akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, 

baik dinegara Belanda yang berdasarkan asas konkordansi berlaku juga di 

Indonesia.  
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Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia 

adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang 

diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan berlaku pada saat diundangkan, 

berikut peraturan pelaksanaannya. Sebelum diundangkannya Undang-Undang 

Fidusia, mengenai fidusia sebetulnya sudah disinggung dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1999 tentang Perumahan Dan Pemukiman, namun belum diatur secara 

komprehensif. 

Dalam ilmu hukum, yang merupakan sumber hukum dalam arti formil adalah 

Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin (pendapat para ahli 

hukum).
34

 Adapun sumber-sumber hukum yang melandasi lembaga jaminan 

fidusia ini antara lain adalah : 

a. Umum (general) 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas 

pacta sunt servanda)”. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 

membuat perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

b. Khusus 

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 
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3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, jo peraturan Pemerintah 

Nomor 87 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman; 

5) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 

tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota 

Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia; 

6) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 

tentang Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia; 

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010./2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang 

melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan 

Pembebanan Jaminan Fidusia .  

8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 

tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia; 

9) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001 

tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia; 
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10)  Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen 

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang Penghitungan Penetapan 

Jangka Waktu Penyesuaian Dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.35 

11)  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.  

 

B. Akta Jaminan Fidusia 

Akta jaminan fidusia merupakan akta notarial (akta notaris), tentu dengan 

sendirinya bentuk, substansi dan prosedur pembuatan akta jaminan fidusia harus 

mengikuti bentuk, dan syarat-syarat serta prosedur pembuatan akta notarial 

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan pengganti Reglement op 

Het Notaris Ambts in Indonesia Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3. Oleh karena itu, 

pencantuman ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan fidusia tidak 

diperlukan, karena dengan sendirinya akan tunduk kepada Ketentuan-Ketentuan 

Peraturan Jabatan Notaris. Namun demikian ketentuan dalam Pasal 6 undang-

Undang fidusia, setidaknya bermaksud mengingatkan kita atas hal-hal yang pokok 

yang harus atau wajib dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia.
36

 

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut 

dengan “akta jaminan fidusia”. Akta jaminan fidusia ini harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut : 
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1. Harus berupa akta notaris  

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut 

pasal 180 KUHPerdata dan pasal 165 HIR(RIB) / 285 Rbg yang mempunyai 

kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Jadi akta jaminan fidusia harus 

dibuat dengan akta notaris agar dokumen ini menjadi alat bukti persidangan 

yang memiliki kedudukan yang sangat penting.  

2. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia  

Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris
37

 akta harus dibuat 

dalam bahasa Indonesia.  

3. Harus berisikan sekurang kurang nya hal-hal sebagai berikut : 

a. Identitas pihal pemberi fidusia, nama lengkap, agama, tempat 

tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, 

status perkawinan, dan pekerjaan. 

b. Identitas pihak penerima fdusia, dengan rincian yang sama seperti dalam 

identitas pihak pemberi di atas. 

c. Hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia. 

d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. 

e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni 

identitas benda tersebut dan surat kepemilikannya. Jika bendanya selalu 

berubah-ubah. Contohnya benda dalam persediaan (inventory) maka harus 

disebutkan jenis, merek, dan kualitas benda tersebut. 

f. Nilai penjaminannya. 

g. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.  
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C. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Berdasarkan skema di atas, perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian hutang 

piutang kreditur kepada debitur atas dasar kepercayaan. Jaminan tersebut 

kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Untuk mendapatkan 

kepastian Hukum, Jaminan Fidusia harus didaftarkan selambat lambat nya 30 hari 

setelah melakukan perjanjian, dibuat melalui akta otentik. Jaminan Fidusia di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia(UUJF). 

Kemudian proses pendaftaran pada jaminan fidusia akan ditinjau dari Peraturan 

Undang – Undang Jaminan 

Fidusia Nomor 42 tahun 

1999 (UUJF) 

Peraturan Pemerintah Nomor 

21 tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan 

Akta Jaminan Fidusia 

Proses pendaftaran jaminan 

Fidusia sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 

21 tahun 2015 Hambatan dalam pendaftaran 

jaminan fidusia  

Akibat hukum jaminan fidusia 

yang tidak di daftarkan  
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Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, setelah itu akan dilihat apa 

akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, 

metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta 

empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna 

mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.
38

 Medote-metode 

tertentu digunakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah 

yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut 

diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur 

dan komposisi, lingkup dan meteri, penjelasan umum dari pasal demi pasal, 

formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat 

aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum 

positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan 
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hidup bermasyarakat.
39

 Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum 

tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok 

bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji  

permasalahan mengenai kesesuaian proses pendaftaran dan biaya pembuatan akta 

jaminan fidusia pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, hambatan 

dalam pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi pada jaminan fidusia yang tidak 

di daftarkan. 

B. Tipe Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku 

di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, 

atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
40

 

Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan merugikan secara jelas, rinci, 

dan sistematis mengenai kesesuaian proses pendaftaran dan biaya pembuatan akta 

jaminan fidusia pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, hambatan 

dalam pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi pada jaminan fidusia yang tidak 

di daftarkan. 
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C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normative guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. 

Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan 

perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya 

dengan masalah yang akan diteliti yaitu kesesuaian proses pendaftaran dan biaya 

pembuatan akta jaminan fidusia pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan 

Jaminan Fidusia, hambatan dalam pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi 

pada jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. 

D. Data dan Sumber Data 

 

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian 

data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari.
41

 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, bahan hukum primer yang digunakan adalah : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

pendaftaran dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-

buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-

artikel di internet dan bahan-bahan lain yang bersifat karya ilmiah berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

E. Metode Pengumpulan 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu studi 

kepustakaan (liberary research) dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data 

sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan tulisan 

lainnya yang berhubungan dengan kesesuaian proses pendaftaran dan biaya 

pembuatan akta jaminan fidusia pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2015, hambatan dalam pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi pada jaminan 

fidusia yang tidak di daftarkan. Kemudian metode yang kedua adalah wawancara 

merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna 
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mencapai tujuan tertentu.
42

 Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung (Kemenkumham) 

dengan mewawancarai Kepala Bidang Pelayanan Hukum yaitu Ibu Rugun Tresia 

O Pakpahan, S.H., M.H. dan mewawancarai 2 (dua) orang Notaris di wilayah 

kerja Bandar Lampung  yaitu: Notaris Ida Bagus Komang Sukasana, S.H. dan 

Notaris Yuliana Suhandi, S.H., M.Kn. 

F. Metode Pengolahan data 

 

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah 

terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagi berikut :
43

 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksaan data yang dimaksud memeriksa apakah data yang terkumpul 

melalui studi pustaka terkait judul dan permasalahan sudah dianggap lengkap, 

cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.  

2. Penandaan data (coding) 

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku 

literature, perundang-undangan, atau dokumen) secara sistematis sesuai 

dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.  
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3. Rekostruksi data (reconstructing) 

Data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah terkumpul lalu diatur 

dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan 

diinterprestasikan. 

4. Sistematisasi Data (sistematizing) 

Sistematika data merupakan proses penempatan data berdasarkan kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan permasalahan. Proses sistematika data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyusunan terhadap proses 

pendaftaran dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia serta akibat hukum 

yang muncul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan. 

G. Analisis Data 

 

Data yang telah diperoleh dari tahap pengolahan data kemudian dianalisis secara 

kualitatif, yaitu berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang 

dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan 

data dalam bentuk kalimat yang tertentu, logis, tidak tumpang tindih dan efektif 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban 

dari permasalahan, kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian 

ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap tujuan yuridis pengikatan 

dengan menggunakan lembaga Jaminan Fidusia. melakukan penafsiran terhadap 

data hasil penelitian. Kemudian hasil analisis disusun secara sistematis, logis dan 

efektif sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan.
44
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Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan 

interpretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau 

istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum 

tata bahasa) dan interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas 

cakupan suatu ketentuan. 
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V. PENUTUP 

 

Dari uraian yang disampaikan sebelumnya, maka Penulis dapat simpulkan sebagai 

berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Proses pendaftaran dan pembuatan akta pada jaminan fidusia sebenarnya 

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia, namun di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 

6 ada satu poin yang tidak terpenuhi yaitu uraian mengenai benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia secara online hanya terdapat kata kata 

“sebagaimana tertuang dalam isi akta Notaris”. Hal ini membuat notaris 

harus lebih teliti dalam pengisian form pendaftran online. 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 merupakan penyempurnaan 

pengaturan semua sistem atau sebagai peraturan pelaksanan pendaftaran 

jaminan fidusia yang dilakukan dengan sistem online dari sistem yang 

terdahulu yaitu sistem manual, dimana pendaftaran jaminan fidusia dengan 

sistem online ini memudahkan notaris dalam melakukan pendaftaran 

jaminan fidusia serta tidak memakan waktu cukup lama yang mana 

pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Dalam hal ini 

telah diatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu jaminan 
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fidusia harus didaftarkan oleh notaris secara online dalam jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari sejak ditanda tangganinya akta jaminan fidusia guna 

memperoleh kekuatan hukum  atas akta jaminan fidusia tersebut. 

 

2. Hambatan dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia, yang 

dirasakan oleh notaris adalah mulai dari jaringan yang sering error, 

gangguan jaringan, adanya perbedaan antara display dan penginputan data, 

tidak tersedia uraian nilai objek, sistem pembayran error, pencetakan bukti 

pembayaran, tanda tangan mudah dipalsukan, sistem proteksi yang kurang, 

rawan pendaftaran berulang dan apabila harus dilakukan pendaftaran ulang 

secara manual, membutuhkan waktu yang panjang. solusinya adalah 

Notaris diminta agar lebih teliti dalam mengisi form pendaftaran jaminan 

fidusia secara online agar tidak terjadi pendaftaran ulang. 

 

3. Akibat hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan, menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini menjadi gugur dengan sendirinya 

sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut 

solusinya adalah pihak debitur dan kreditur harus membuat akta jaminan 

fiduisa baru dan segera mendaftarkan jaminan fidusia tersebut secara 

online melalui Notaris. Kemudian Notaris membuat Akta Notaril (Akta 

Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditur 

akan memperoleh hak preferen. Apabila Jaminan Fidusia tidak dibuatkan 

dibawah tangan dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan perundang-
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undangan, maka tidak memiliki ketentuan eksekutorial, dan hak preferen 

serta dapat menjadi batal demi hukum (vernitigbarheid). 

 

B. Saran 

Pada prinsipnya Jaminan Fidusia diperuntukan kepada kreditur agar terlindungi 

dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur, maka 

seharusnya kreditur tidak boleh lalai untuk membuat akta Jaminan Fidusia dengan 

Akta Notaris, dan juga didaftarkan melalui Kantor pendaftaran jaminan fidusia.  

Namun, masih ditemukannya akta jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta 

Notaris dan juga tidak didaftarkan jaminan fidusia tersebut, karena Undang-

Undang tidak mengatur secara tegas. Oleh Karena itu, kedepannya pemerintah  

perlu melakukan perubahan (revisi) terhadap Peraturan Pemerintah  Nomor 21 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan 

Akta Jaminan Fidusia dengan klausul mewajibkan dibuatnya Jaminan Fidusia dan 

Pendaftaran, apabila dilalaikan pihak yang bersangkutan mendapatkan sanksi. 

Dengan demikian, maka akan terjadinya suatu kepastian hukum.  
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